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Many companies choose Corporate Social
Responsibility (CSR) programs to reduce the problems that
appear and at the same time improve their corporate image. As
one of the largest agri-food companies in Indonesia, PT Japfa
Comfeed Indonesia Tbk also implements CSR as one of its
programs. This study analyzes CSR programs implemented by
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk and their role to
stakeholders. Main data of this study were collected from the
Sustainability Report and the Annual Report for the period of
2015-2019. Data were analyzed descriptively with qualitative
approach uses related literature. The result indicated the
stakeholders of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk were
customers; shareholders; government; employees; society;
suppliers; association; partner farmers; distributor; and the
media. Customers, shareholders, government, employees,
society, associations, and the media were stakeholders who
have a good relationships with the company. It can be seen
from the fulfillment of the satisfaction criteria needed and the
absence of problems found. However, in some necessary
topics, the company does not present in its Annual Report and
PA
VI
Sustainability Report, there are even cases that contradict
company’s commitments. Some of the data that is not
provided is regarding the details of the contracts that the
company has entered into with suppliers, partner farmers, and
distributors. The conclusion of this study is at 2015-2019
period, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk always implements
CSR in various fields. The role of CSR is to becomes a
medium to involve and maintain good relations between
stakeholders and the company. In general, PT Japfa Comfeed
Indonesia Tbk has maintained good relations with all of its
stakeholders, as can be seen from the fulfillment of
satisfaction criteria from stakeholders. However, some of the
data about contracts that the company has entered into with
suppliers, partner farmers, and distributors is not provided by
company.
Key words : corporate social responsibility, stakeholder,
annual and sustainability report
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PT JAPFA COMFEED INDONESIA (PERSERO) TBK
Wildan Rosyada Ahmad1) dan Rizki Prafitri2)
1) Mahasiswa S-1 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya,
Malang




Seiring dengan ketatnya persaingan, perusahaan
dituntut untuk terus berkembang yang mengakibatkan
timbulnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus
diatasi. Program Corporate Social Responsibility (CSR)
banyak dipilih perusahaan untuk meredam masalah-masalah
yang muncul dan juga sekaligus meningkatkan citra
perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan agrifood terbesar
dan terkemuka di tanah air, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
juga menerapkan CSR sebagai salah satu programnya.
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana program CSR
yang telah dilaksanakan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
serta perannya terhadap para pemangku kepentingannya.
Analisis ini diharapkan dapat menjadi kritik dan masukan
sehingga perusahaan dapat mengintegrasikan pemangku
kepentingan sehingga program CSR dapat berjalan dengan
lebih baik.
Data utama yang digunakan berupa data sekunder dari
Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan PT Japfa
Comfeed Indonesia Tbk tahun 2015-2019. Keseluruhan data
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tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis secara
deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan berbagai
literatur terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder
perusahaan meliputi: pelanggan; pemegang saham; pemerintah;
karyawan; masyarakat; pemasok; perhimpunan; peternak mitra;
distributor; dan media. Dalam hal ini, pelanggan, pemegang
saham, pemerintah, karyawan, masyarakat, perhimpunan, dan
media merupakan stakeholder yang telah memiliki hubungan
baik dengan perusahaan, terlihat dari terpenuhinya keriteria
kepuasan yang dibutuhkan serta tidak adanya masalah yang
ditemukan. Akan tetapi, dalam beberapa topik yang diperlukan
tidak disajikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan, bahkan ditemukan beberapa kasus yang
bertolak belakang dari komitmen perusahaan. Beberapa data
yang tidak disediakan adalah mengenai detail kontrak kerja
sama dengan pemasok, peternak mitra, dan distributor. Selain
itu, pada beberapa literatur disebutkan bahwa ada kekurangan
dari kontrak kerja sama antara perusahaan dengan peternak
mitra.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada periode
2015-2019, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk selalu
menjalankan kegiatan dan program CSR yang mencakup
berbagai bidang. Selain itu, peran program CSR adalah
menjadi media untuk melibatkan dan menjaga hubungan baik
antara stakeholder dengan perusahaan. Secara umum,
perusahaan telah membina hubungan baik dengan seluruh
stakeholdernya, terlihat dari terpenuhinya sebagian besar
kriteria kepuasan dari stakeholder. Akan tetapi, ada beberapa
informasi mengenai detail kontrak dengann pemasok, peternak
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mitra, dan distributor yang tidak disajikan. Dari hal tersebut,
peneliti menyarankan ditambahkan informasi yang detail pada
Laporan Tahunan atau Laporan Keberlanjutan, yaitu: kontrak
kerjasama yang dilakukan dengan pemasok, peternak mitra,
dan distributor agar terjaganya transparansi perusahaan dan
juga adanya pernyataan di media resmi perusahaan terkait
informasi-informasi penting mengenai perusahaan agar
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Persaingan antar perusahaan kini tidak hanya meliputi
kualitas dari produk ataupun jasa yang ditawarkan, namun
juga merambah hingga bagaimana citra perusahaan dimata
masyarakat (Handayani, 2012). Citra perusahaan menjadi
penting karena merupakan bagian bernilai hukum yang dapat
mempengaruhi perilaku pembelian konsumen sekaligus
menjamin pendapatan kedepan (Kotler and Keller, 2012).
Seiring dengan adanya persaingan tersebut, perusahaan
dituntut untuk terus berkembang. Adanya aktivitas perusahaan
tersebut tentunya akan menimbulkan dampak ekonomi, sosial
dan lingkungan yang harus diatasi. Program Corporate Social
Responsibility (selanjutnya disebut juga CSR) banyak dipilih
perusahaan untuk meredam masalah-masalah yang muncul
akibat persaingan dan juga sekaligus meningkatkan citra
perusahaan. Menurut Lindawati dan Puspita (2015) CSR
menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap dampak yang
timbul dari aktivitas perusahaan dan juga menjadi sinyal
bagaimana prospek perusahaan di masa depan.
Konsep CSR mulai muncul setelah Perang Dunia I dan
II dimana masyarakat dunia saat itu mulai memikirkan tentang
masalah lingkungan dan kesehatan (Hadi, 2009). Konsep ini
kemudian berkembang dengan munculnya berbagai teori yang
menjabarkan secara lebih mendalam bagaimanakah konsep
CSR dan cara mengimplementasikannya. Adanya berbagai
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teori tersebut juga membuat dunia CSR memiliki beragam
sudut pandang serta membuat semakin mudah untuk
diterapkan karena perusahaan dapat membuat berbagai konsep
CSR yang sesuai dengan perusahaannya.
Pada perkembangannya, muncul juga beragam definisi
CSR yang dikemukakan baik oleh akademisi dan juga instansi.
Ruchiyati (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR
berkaitan dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi
berkelanjutan (sustainable economic activity). Sementara itu,
Azheri (2012) berpendapat bahwa CSR atau tanggung jawab
sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia
bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi
yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab
sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan
antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat dikatakan
bahwa CSR merupakan segala bentuk kegiatan dunia bisnis
untuk berkontribusi dalam pengembangan berkelanjutan
dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Namun, perlu diingat bahwa dunia CSR sangat luas dengan
berbagai sudut pandang sehingga definisi CSR tidak akan
dapat dijawab secara pasti (Crane, et al., 2013).
PT Japfa Comfeed Indonesia (Persero) Tbk
(selanjutnya disebut juga JCI) merupakan perusahaan agrifood
yang berdiri pada tahun 1971 dengan nama PT Java Pelletizing
Factory, Ltd. (Japfa, 2020a). Dengan mengembangkan industri
peternakan yang terintegrasi dimulai dari formulasi pakan
ternak yang berkualitas, bibit ternak unggul, peternakan broiler,
ikan, udang, dan sapi potong, hingga produk-produk makanan
olahan yang menyeluruh JCI tercatat sebagai salah satu
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perusahaan agrifood terbesar dan terkemuka di tanah air (Japfa,
2020a). Data dari Samuel Sekuritas Indonesia (2019)
menyebutkan bahwa JCI pada semester pertama tahun 2019
masih menjadi salah satu perusahaan yang menguasai pangsa
pasar pakan ternak dan DOC di Indonesia. Jaya (2019)
menjelaskan bahwa kondisi pasar oligopoli ketat terlihat dari
penggabungan empat perusahaan teratas yang memiliki pangsa
pasar 60-100%. Kondisi tersebut ditemui pada data pangsa
pasar pakan ternak dan DOC dari Samuel Sekuritas Indonesia
(2019) dimana penggabungan empat perusahaan teratas
(Charoen Phokphand Indonesia, Japfa Comfeed Indonesia,
Cheil Jedang, dan Malindo Feedmill) pada pasar pakan ternak
telah menguasai 63% sedangkan pada pasar DOC telah
menguasai hingga 80%. Jaya (2019) juga melanjutkan bahwa
kondisi pasar ini membuat kesepakatan untuk menetapkan
harga menjadi relatif mudah. Secara tak langsung, kondisi ini
membuat JCI sebagai salah satu perusahan teratas mempunyai
pengaruh yang besar terhadap pasar pakan ternak dan DOC
Indonesia serta para pelaku di dalamnya.
Besarnya pengaruh JCI dapat terlihat dari bagaimana
kebijakan-kebijakan JCI berperan terhadap pemangku
kepentingan perusahaan tersebut. Dalam penelitian Aminata,
dkk. (2015) dijelaskan bahwa JCI unit Gedangan berusaha
menjaga stabilitas produksi pakan ternaknya, dan memutuskan
untuk meningkatkan jumlah pemasok yang bekerja sama,
hingga pada akhirnya terdapat penurunan komitmen beberapa
pemasok diakibatkan kurangnya pemantauan JCI. Contoh lain
terlihat pada penelitian Takbir, dkk. (2015) yang meneliti
bagaimana kepuasan peternak plasma terhadap PT. Ciomas
Adisatwa yang merupakan perusahaan peternakan yang
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membeli DOC dari JCI. Berdasarkan penelitian tersebut dapat
terlihat bahwa JCI menjadi pemasok DOC utama perusahaan
yang sangat mempengaruhi indikator kepuasan peternak yang
bekerjasama dengan perusahaan tersebut.
Dimulai pada tahun 2015, JCI secara rutin
mengeluarkan Laporan Keberlanjutan yang berisikan berbagai
perkembangan dan kemajuan kegiatan perusahaan yang terkait
pembangunan berkelanjutan serta bagaimana tanggung jawab
sosial dan lingkungan perusahaan berjalan. Pada periode 2015-
2017, Laporan Kebelanjutan JCI diterbitkan dalam satu
Laporan Tahunan yang terintegrasi, kemudian pada tahun
2018 hingga sekarang Laporan Keberlanjutan dibuat dalam
satu laporan tersendiri yang terpisah dari Laporan Tahunan.
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang
dikeluarkan JCI ditujukan sebagai bentuk pengungkapan CSR
perusahaan sehingga publik dapat secara transparan melihat
bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap lingkungan dan
sosial. Menurut Lindawati dan Puspita (2015) program-
program CSR yang diungkapkan dapat memberikan berbagai
manfaat seperti menjaga legitimasi perusahaan, meningkatkan
penjualan dan nilai perusahaan yang terlihat pada harga saham
serta secara tidak langsung akan membuat masyarakat turut
serta dalam menjaga eksistensi dari perusahaan. Akan tetapi,
Lindawati dan Puspita (2015) juga mengingatkan bahwa
pengungkapan CSR yang mempengaruhi berbagai pihak akan
membuat adanya konflik kepentingan. Konflik ini akan
mungkin terjadi karena masih sedikit kajian untuk melihat
bagaimanakah integrasi dan kepuasan para pemangku
kepentingan JCI terhadap program-program CSR yang
dijalankan. Melihat hal tersebut, penelitian ini akan
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menganalisis bagaimana program CSR yang telah
dilaksanakan JCI akan berperan terhadap para pemangku
kepentingannya. Analisis ini diharapkan dapat menjadi kritik
dan masukan sehingga perusahaan dapat mengintegrasikan
pemangku kepentingan sehingga program CSR dapat berjalan
dengan lebih baik.
1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang dirumuskan masalah yaitu:
1. Bagaimana program CSR yang telah dijalankan JCI?
2. Bagaimana peran program CSR yang dilakukan JCI
terhadap para pemangku kepentingannya?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui bagaimana program CSR yang telah
dijalankan JCI
2. Mengetahui peran program CSR yang dilakukan JCI
terhadap para pemangku kepentingannya.
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu
memberikan manfaat, antara lain:
1. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum ataupun
penelitian selanjutnya khususnya mengenai CSR.
2. Sebagai masukan bagi perusahaan khususnya PT Japfa







Penelitian ini dilaksanakan dilakukan dari bulan
September - Desember 2020 dengan mengambil data utama
bersumber dari Laporan Berkelanjutan PT Japfa Comfeed
Indonesia (Persero) Tbk tahun 2015-2019.
2.2 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai
data utama yang diperoleh dari situs resmi JCI, yaitu:
www.japfacomfeed.co.id. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Data utama dikelompokkan dan diolah berdasarkan
pemangku kepentingan kemudian dianalisis dengan berbagai
literatur yang terkait.
2.3 Metode Pengumpulan Data
Secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan
data, yaitu: observasi; wawancara; dokumentasi; dan
gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi, dimana data
yang diolah berbentuk dokumen. Menurut Sugiyono (2015)
dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan
dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
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dari seseorang. Lebih lanjut, Sugiyono (2015) juga
mengingatkan bahwa dokumen yang digunakan sebagai data
perlu dicermati, karena tidak semua dokumen memiliki
kredibilitas yang tinggi. Dalam hal ini, keseluruhan dokumen
yang digunakan sebagai data utama data bersumber dari situs
resmi JCI, yaitu: www.japfacomfeed.co.id, sehingga dapat
dipercaya kredibilitasnya. Data utama yang digunakan dan
ketersediaannya dapat dilihat pada Tabel 1.



















2018 Tersedia Tersedia Diterbitkan secaraterpisah
2019 Tersedia Tersedia Diterbitkan secaraterpisah
Sumber: Diolah dari Japfa (2016); Japfa (2017); Japfa (2018);
Japfa (2019a); Japfa (2019b); Japfa (2020a); Japfa (2020b).
2.4 Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen
atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2015).
Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus
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divalidasi melalui evaluasi diri yang meliputi pemahaman
metode penelitian kualitatif serta penguasaan wawasan
terhadap bidang dan objek yang diteliti (Sugiyono, 2015).
Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sebagai
metode analisis, untuk mengurangi subjektifitas penulis dalam
proses analisis juga melihat dari literatur lain seperti: berita,
artikel, jurnal ilmiah, penelitian (tesis dan skripsi),
proceedings, dan buku yang terkait dan disesuaikan dengan
pembahasan data utama. Menganalisis data sekunder mengacu
pada analisis data yang dikumpulkan oleh orang lain (Donellan
and Lucans, 2013); (Greenhoot and Dowsett, 2012). Menurut
Sugiyono (2015) metode kualitatif digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek yang alamiah (peneliti tidak memanipulasi
dan memengaruhi objek) serta proses analisis menggunakan
bersifat induktif/kualitatif, yaitu dilakukan berdasarkan fakta-
fakta yang ditemukan kemudian dikonstruksikan.
2.5 Prosedur Penelitian
Penelitian ini mengambil materi utama dari Laporan
Tahunan dan Laporan Keberlanjutan JCI periode 2015-2019.
Setalah diunduh, data tersebut kemudian diolah dan
dikelompokkan sesuai dengan pemangku
kepentingan/stakeholder. Pemangku kepentingan/stakeholder
dibagi menjadi: pelanggan; pemegang saham; pemerintah;
karyawan; masyarakat; pemasok; perhimpunan; peternak mitra;
distributor; dan media. Setelah itu, dilakukan analisis secara
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam proses analisis
juga melihat dari literatur lain yang terkait untuk mengurangi
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subjektifitas penulis dalam proses analisis. Diagram alir
prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
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Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Disebut juga
Corporate Social Responsibility. Segala
bentuk kegiatan perusahaan untuk
berkontribusi dalam pengembangan
berkelanjutan dengan memperhatikan
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Pemangku Kepentingan/Stakeholder: Sebuah organisasi,
grup atau individu yang dapat dipengaruhi
dan mempengaruhi tujuan dari suatu
organisasi.
Laporan Tahunan: Laporan komperhensif yang merinci
dan merangkum segala aktivitas
perusahaan selama satu tahun.
Laporan Keberlanjutan: Laporan komperhensif yang
merinci dan merangkum tindakan dan
hasil tanggung jawab sosial perusahaan
selama satu tahun.
Fraud : Istilah yang biasa digunakan dalam
kegiatan akuntansi untuk segala tindakan





2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)
Munculnya perusahaan ditengah lingkungan
masyarakat memiliki dampak yang positif maupun negatif.
Menurut Hadi (2009) dampak positif mengarah kepada
kesejahteraan yang meningkat, seperti sumbangsih terhadap
pajak, peluang kerja, peningkatan pendapatan serta hal lain
yang sejenis. Hadi (2009) juga melanjutkan dampak negatif
terlihat dari adanya biaya produksi diluar ekonomi, seperti
polusi suara, pencemaran lingkungan, kemacetan, ekploitasi
sumber daya, kesenjangan sosial, dan hal lainnya.
Sudah menjadi hal yang lumrah jika perusahaan perlu
untuk bertanggung jawab sebagai bentuk kepedulian terhadap
berbagai dampak negatif yang terjadi di masyarakat.
Mengingat, perusahaan mendapat berbagai keuntungan dari
aktivitas bisnis yang dijalankannya. Namun, sebagai unit
bisnis yang bertujuan profit, keputusan perusahaan tak
terkecuali pada pelaksanaan CSR dipengaruhi oleh faktor
ekonomi. Sementara, bagi stakeholder diluar perusahaan,
pelaksanaan CSR dinilai sebagai keharusan karena perusahaan
adalah pihak yang memunculkan permasalahan sosial maupun
lingkungan. Adanya perbedaan pandangan tersebut membuat
definisi dan implementasi menjadi sangat luas dan beragam.
Hadi (2009) menambahkan, untuk menjalankan CSR
diperlukan kajian-kajian epistimologis sehingga diperoleh




Melihat kebelakang, munculnya CSR dimulai pasca
adanya Perang Dunia I dan II, dimana masyarakat dunia saat
itu mulai memikirkan tentang masalah lingkungan dan
kesehatan (Hadi, 2009). Salah satu tanda munculnya
pemikiran mengenai CSR adalah Howard R. Bowen dengan
bukunya yaitu Social Responsibility of the Businessman, yang
diterbitkan pada tahun 1953, dia mulai dengan menanyakan
“bagaimana tanggung jawab yang dapat dipikul oleh para
pengusaha untuk masyarakat?” dan berpendapat bahwa para
pelaku usaha memiliki tanggung jawab sosial yang mengacu
pada kebijakan ataupun tindakan yang sejalan dengan nilai-
nilai masyarakat (Mele, 2008).
Perkembangan CSR selanjutnya lebih spesifik dengan
dikemukakannya berbagi teori mengenai bagaimana konsep
CSR dan cara mengimplementasikannya. Beberapa teori yang
cukup populer seperti: Corporate Social Performance Theory
atau kadang disebut juga Carrol’s CSR Pyramid yang pertama
kali disinggung pada buku A Three Dimensional Conceptual
Model of Corporate Performance karya A. Carrol di tahun
1979 (Prafitri, 2012); (Brin and Nehme, 2019); (Mele, 2008),
Stakeholder Theory yang dipopulerkan oleh R. E. Freeman
melalui bukunya Strategic Management: A Stakeholder
Approach pada tahun 1984 (Prafitri, 2012); (Brin and Nehme,
2019); (Mele, 2008) dan juga Triple Bottom Line Theory oleh
John Elkington di tahun 1997 dari buku Cannibals with Forks,
the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business (Brin
and Nehme, 2019); (Hadi, 2009). Berbagai teori tersebut
membuat CSR memiliki beragam sudut pandang yang
membuatnya semakin mudah untuk diterapkan karena
perusahaan dapat memiliki berbagai referensi konsep CSR
yang sesuai dengan perusahaannya. Disisi lain, ragam sudut
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pandang tentang CSR juga membuat penilaian terhadap
pelaksanaan menjadi kompleks dengan standar yang sangat
beragam.
Ditengah perkembangannya, muncul berbagai definisi
CSR yang dikemukakan baik oleh akademisi dan juga instansi.
Ruchiyati (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR
berkaitan dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi
berkelanjutan (sustainable economic activity). Sementara itu,
Azheri (2012) berpendapat bahwa CSR atau tanggung jawab
sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia
bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi
yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab
sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan
antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan. Crane, et al. (2013) dalam penelitiannya
memberikan berbagai definisi CSR dari instansi internasional
dan nasional yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Dari
berbagai definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa CSR
merupakan segala bentuk kegiatan dunia bisnis untuk
berkontribusi dalam pengembangan berkelanjutan dengan
memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun,
perlu diingat bahwa dunia CSR sangat luas dan memiliki
berbagai sudut pandang, sehingga definisi CSR tidak akan
dapat dijawab secara pasti (Crane, et al., 2013).
Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi
masyarakat terbanyak keempat di dunia menjadi tempat
berbagai perusahaan tumbuh dan berkembang. Penerapan CSR
untuk perusahaan di Indonesia telah diatur melalui beberapa
regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadi salah satu dasar
yang kuat untuk perusahaan melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan atau CSR (Yoga, 2018). Menurut
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (2007b) pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Pasal 74 ayat 1-3 dijelaskan bahwa tanggung jawab
sosial dan lingkungan wajib untuk perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam, tanggung jawab sosial dan
lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajaran, serta bagi perseroan yang tidak melaksanakan
kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait.
Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UUPT di
atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan Terbatas. Aturan ini berisi sembilan pasal yang
secara umum mengatur mekanisme pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan lingkungan. Salah satu contoh aturan
mengenai mekanisme pada Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2012 Pasal 4 ayat 1 bahwa tanggung jawab sosial dan
lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana
kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan
Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan,
kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan
(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, 2012).
Dalam Undang-Undang lain disebutkan juga perihal
CSR, yaitu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal. Menurut Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2007a) pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 huruf b disebutkan
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bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan
tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam Undang-Undang
tersebut juga dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial
perusahaan yang dimaksud adalah tanggung jawab yang
melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai
dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat
setempat.
Serupa dengan konsep Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan terdapat konsep Sustainable Development Goals
(SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Konsep
tersebut merupakan arahan yang khusus untuk Pembangunan
Berkelanjutan. Sustainable development atau pembangunan
berkelanjutan sendiri didefinisikan sebagai “development that
meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs” oleh
Brundtland Commission tahun 1987, sebuah organisasi
independen yang dibentuk oleh PBB untuk
mengkonsolidasikan komunitas internasional dalam isu
pembangunan dan lingkungan (Direktorat Pembangunan
Ekonomi dan Lingkungan Hidup, 2012). Sementara itu,
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan merupakan kesepakatan
pembangunan baru yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target
dan disahkan pada tanggal 25 September 2015 oleh PBB untuk
tahun 2015 sampai 2030 (United Nations, 2015). Adanya
SDGs diharapkan mampu menjaga peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan
yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta
pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari
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satu generasi ke generasi berikutnya (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, 2020)
Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) mengesahkan Peraturan Presiden nomer 59
tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan sebagai respons dan panduan
dalam menjalankan SDGs yang telah ditetapkan PBB. Menurut
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (2017) melalui Peraturan Presiden nomor 59 tahun
2017 dijelaskan bahwa adanya aturan ini dimaksudkan sebagai
acuan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan
pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam pasal 1
ayat 10 pada aturan yang sama juga dijelaskan bahwa Pelaku
Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Meski bukan
merupakan kewajiban dan lebih seperti panduan pelaksanaan,
konsep dan aturan ini banyak dikaitkan dan menjadi landasan
tambahan yang memperkuat penjalanan CSR perusahaan
(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, 2017).
3.2 Stakeholder Theory
Stakeholder theory merupakan salah satu teori di
dunia CSR yang dipopulerkan oleh R. E. Freeman melalui
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bukunya Strategic Management: A Stakeholder Approach
pada tahun 1984 (Prafitri, 2012); (Brin and Nehme, 2019);
(Mele, 2008). Istilah stakeholder sendiri diperkenalkan
pertama kali oleh Standford Research Institute (SRI) di tahun
1963 (Freeman, 1984). Dalam teori stakeholder, perusahaan
bukanlah keberadaan yang beroperasi untuk kepentingannya
sendiri atau kepada profit keuntungan semata, tetapi untuk
memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (Freeman, 1984).
Menurut Budimanta, dkk. (2008) perkembangan teori
stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan
perusahaan dalam melakukan aktifitas usaha dari old
corporate relation menjadi new corporate relation. Lebih
lanjut, Budimanta, dkk. (2008) menjelaskan bahwa pendekatan
old corporate relation berfokus pada pelaksanaan aktifitas
perusahaan secara terpisah, dimana setiap fungsi dalam sebuah
perusahaan berjalan tanpa adanya kesatuan diantara fungsi-
fungsi tersebut sementara new-corporate relation terdapat
penekanan untuk adanya kolaborasi dan keselarasan antara
perusahaan dengan seluruh stakeholder-nya. Adanya
perubahan pendekatan ini membuat hubungan kerjasama
perusahaan yang tadinya bersifat jangka pendek tanpa adanya
kedekatan dan cenderung mengutamakan keuntungan menjadi
lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
Stakeholder sendiri didefinisikan sebagai sebuah
organisasi, grup atau individu yang dapat dipengaruhi dan
mempengaruhi tujuan organisasi tersebut (Freeman, 1984).
Menurut Kasali (2005) mengklasifikasikan stakeholder
menjadi stakeholders internal dan eksternal. Stakeholders
internal adalah stakeholders yang berada dalam lingkungan
organisasi, misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham
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(shareholders) sedangkan penyalur atau pemasok, konsumen,
masyarakat dan pemerintah termasuk dalam stakeholders
eksternal diluar lingkungan organisasi.
Menurut Freeman and Velamuri (2005) terdapat 10
prinsip tanggung jawab stakeholder perusahaan, yaitu:
1. Kami melihat kepentingan stakeholder seiring
berjalannya waktu.
2. Kami melihat stakeholder sebagai orang sungguhan
dengan nama, wajah, dan anak-anak. Mereka kompleks.
3. Kami mencari solusi untuk masalah yang memuaskan
seluruh stakeholder secara bersamaan.
4. Kami terlibat dalam komunikasi dan dialog intensif
dengan stakeholder tidak hanya mereka yang "ramah".
5. Kami berkomitmen pada filosofi kesukarelaan untuk
mengelola hubungan antar stakeholder oleh kita sendiri,
daripada menyerahkannya kepada pemerintah.
6. Kami menggeneralisasi pendekatan pemasaran.
7. Semua yang kami lakukan adalah untuk melayani
stakeholder. Kami tidak pernah menukar kepentingan
dengan apapun.
8. Kami bernegosiasi dengan pemangku kepentingan primer
dan sekunder.
9. Kami terus memantau dan mendesain ulang proses
sehingga kami dapat melayani stakeholder dengan lebih
baik.
10. Kami bertindak dengan tujuan yang memenuhi komitmen
kami kepada stakeholder. Kami bertindak selaras dengan
aspirasi menuju impian kita dan impian mereka.
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3.3 Program Corporate Social Responsibility PT Japfa
Comfeed Indonesia (Persero) Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia (Persero) Tbk didirikan
pada tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pelletizing
Factory, Ltd. berdasarkan Akta No.59, yang dibuat di hadapan
Notaris Djojo Muljadi, S.H. (Japfa, 2016); (Japfa, 2017);
(Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a). Pada awal
pendiriannya, JCI memproduksi produk pelet kopra secara
komersial dan pada tahun 1975 mulai merambah bisnis pakan
ternak dan kemudian tahun 1982 memasuki bisnis pembibitan
ayam (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa,
2019a); (Japfa, 2020a). Pertumbuhan JCI semakin bertambah
pesat setelah dirinya mencatatkan sahamnya di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 1989 dan mengakuisisi 4 perusahaan
pakan ternak pada tahun 1990, serta mengubah nama
perusahaan menjadi PT Japfa Comfeed Indonesia (Persero)
Tbk (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a);
(Japfa, 2020a).
Dengan mengembangkan industri peternakan yang
terintegrasi dimulai dari formulasi pakan ternak yang
berkualitas, bibit ternak unggul, peternakan ayam broiler, ikan,
udang, dan sapi potong, hingga produk-produk makanan
olahan yang menyeluruh JCI tercatat sebagai salah satu
perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air
(Japfa, 2020a). Data dari Samuel Sekuritas Indonesia (2019)
menyebutkan bahwa JCI pada semester pertama tahun 2019
masih menjadi salah satu perusahaan yang menguasai pangsa
pasar pakan ternak dan DOC di Indonesia. Pasar tersebut
termasuk kedalam oligopoli ketat, yaitu merupakan pasar tidak
sempurna dimana hanya ada beberapa produsen atau penjual
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yang menguasai pasar dengan jumlah konsumen yang banyak.
Menurut Jaya (2019) kondisi pasar ini membuat kesepakatan
untuk menetapkan harga menjadi relatif mudah. Hal ini secara
tak langsung membuat JCI sebagai salah satu perusahan teratas
mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar pakan ternak
dan DOC Indonesia serta para pelaku di dalamnya.
Seperti yang telah dijelaskan, Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan
aturan-aturan yang menjadi dasar perusahaan menjalankan
CSR-nya. Namun, bagaimana perusahaan
mengimplementasikan CSR-nya tidak diatur secara rinci dan
diserahkan perusahaan itu sendiri. Kebebasan implementasi ini
tentunya disesuaikan dengan ciri khas dan kepentingan
perusahaan dengan tetap sejalan dengan aturan-aturan yang
berlaku. Dalam hal ini, JCI memiliki konsep CSR-nya
tersendiri, tercermin dari visi “Berkembang Menuju
Kesejahteraan Bersama”, dimana disebutkan bahwa JCI
membina hubungan yang saling menguntungkan, berdasarkan
kepercayaan dan integritas dengan seluruh pihak-pihak terkait
(Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a);
(Japfa, 2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b). Lebih rinci,
dalam visi “Berkembang Menuju Kesejahteraan Bersama”
disebutkan hubungan JCI dengan pihak-pihak terkait adalah:
1. Bersama seluruh pemegang sahamnya, Perseroan
senantiasa bertujuan meraih imbal hasil investasi yang
lebih baik.
2. Bersama rekan bisnis, Perseroan bekerja sama dalam
menekan persaingan yang tidak sehat.
P
22
3. Bersama pelanggan, Perseroan memfokuskan diri untuk
memberikan atau menghasilkan produk unggulan dan
pelayanan yang sangat bersaing dan membina hubungan
yang saling menguntungkan.
4. Bersama pemasok, menawarkan dan mengeksplorasi
kesepakatan dalam bekerja sama.
5. Bersama karyawan, Perseroan terus mencari dan
mengembangkan program-program yang dapat
memberikan hasil dan nilai tambah terbaik bagi setiap
karyawan.
6. Bersama masyarakat, Perseroan melakukan upaya untuk
menjadi warga dunia usaha yang bertanggung jawab
terhadap masyarakat di sekitarnya (Japfa, 2016); (Japfa,
2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2019b);
(Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b).
Selama periode 2015-2019 visi “Berkembang Menuju
Kesejahteraan Bersama” digunakan sebagai acuan kegiatan
CSR yang dilakukan oleh JCI. Visi tersebut juga diselaraskan
dengan konsep triple bottom line, yaitu upaya
menyeimbangkan pencapaian kinerja aspek ekonomi, sosial
kemasyarakatan dan keberlanjutan lingkungan (profit, people,
planet) (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa,
2019a); (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b). Seiring
dengan disahkannya Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan pada Juli 2017, JCI menyelaraskan visinya
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menurut
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mulai dilakukan pada
periode 2018 (Japfa, 2019a). Berlandaskan hal-hal tersebut dan
sebagai bentuk kesadarannya, JCI secara rutin juga melakukan
kegiatan-kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan
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lingkungan (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa,
2019a); (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b).
Implementasi dari visi PT Japfa Comfeed Indonesia
(Persero) Tbk dapat tercermin dari berbagai program dan
kegiatan CSR yang mencakup berbagai bidang, seperti:
lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, hak asasi manusia,
ketenagakerjaan, serta K3 (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa,
2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa,
2020b). Kegiatan CSR yang dilakukan JCI pada periode 2015-
2019 dapat dilihat pada Lampiran 2. Beberapa program CSR
unggulan JCI seperti: Japfa Foundation, Japfa For Kids, Japfa
Peduli, dan Japfa Go Green(Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa,
2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa,
2020b).
Dalam pembuatan Laporan Keberlanjutannya, JCI
juga menggunakan standar Sustainability Reporting
Guidelines (SRG) G4 yang diterbitkan oleh Global Reporting
Initiative (GRI) untuk laporan pada periode 2015-2016 (Japfa,
2016); (Japfa, 2017). Pada periode 2017, pelaporan
menggunakan Standar GRI yang diterbitkan oleh Global
Sustainability Standards Board (GSSB) (Japfa, 2018). Standar
GRI merupakan landasan untuk melaporkan dampak ekonomi,
lingkungan, dan/atau sosial oleh organisasi dari berbagai
ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis (Global
Sustainability Standards Board, 2016).
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3.4 Analisis Program Corporate Social Responsibility PT
Japfa Comfeed Indonesia (Persero) Tbk
Daftar pemangku kepentingan menurut JCI dapat
dilihat di Tabel 2. Analisis ini tidak terbatas hanya pada
program CSR secara khusus, melainkan kepada bagaimana
perkembangan CSR pada periode 2015-2019 serta hubungan
dan peran JCI dengan para stakeholdernya. Pemangku
kepentingan atau stakeholder adalah sebuah organisasi, grup
atau individu yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi
tujuan organisasi tersebut (Freeman, 1984). Dalam
menentukan daftar stakeholdernya, JCI memulai dengan
pembahasan manajemen internal yang dilanjutkan dengan
Focus Group Discussion (FGD) oleh perwakilan direksi dan
manajemen operasional perunggasan serta berbagai divisi dan
departemen lainnya (Japfa, 2018); (Japfa, 2019b); (Japfa,
2020b). Selain itu, JCI juga melakukan survei kepada para
pemangku kepentingan eksternal untuk mendapatkan masukan
serta isu dan topik yang banyak menjadi fokus utama (Japfa,
2018); (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020b). Pemetaan ini dilakukan
berdasarkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola
dari masing-masing stakeholder yang dipetakan kemudian
diidentifikasi topik dan isu serta metode pelibatan dari
stakeholder tersebut (Japfa, 2018); (Japfa, 2019b); (Japfa,
2020b). Pembagian pemangku kepentingan dan isu pentingnya
dapat terlihat pada Lampiran 3.
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Tabel 2. Daftar Pemangku Kepentingan JCI




1)Pelanggan, 2) Pemegang Saham, 3)
Pemerintah dan DPR, 4) Otoritas Keuangan, 5)
Perbankan, 6) Pegawai, 7) Mitra
Kerja/Pemasok/Konsultan, 8) Pelaku Usaha




1) Pelanggan, 2) Pemegang Saham, 3)
Pemerintahan, 4) Karyawan, 5) Perhimpunan,
6) Organisasi Masyarakat Lokal, 7) Pemasok,
8) Peternak Mitra, 9) Agen Distributor
2019
1) Pelanggan, 2) Pemerintah, 3) Pemegang
Saham, 4) Karyawan, 5) Perhimpunan, 6)
Organisasi, 7) Peternak Mitra, 8) Agen
Distributor, 9) Pemasok
Sumber: Diolah dari Japfa (2016); Japfa (2017); Japfa (2018);
Japfa (2019b); Japfa (2020b).
3.4.1 Pelanggan
Pelanggan atau konsumen merupakan orang yang
memakai produk dari perusahaan dan menjadi salah satu
stakeholder yang penting. Dalam visinya, JCI berkomitmen
memfokuskan diri untuk memberikan atau menghasilkan
produk unggulan dan pelayanan yang sangat bersaing dan
membina hubungan yang saling menguntungkan bersama
pelanggan (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa,
2019a); (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b).
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Pelanggan masuk kedalam daftar pemangku kepentingan JCI
dengan isu dan topik penting terkait informasi lengkap produk
dan layanan, koordinasi terkait kebutuhan, metode
pembayaran tagihan dan kepuasan layanan (Japfa, 2018);
(Japfa, 2019b); (Japfa, 2020b).
Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab terhadap
pelanggan, JCI berusaha untuk menjaga kualitas atas produk
dan jasa yang dihasilkan dengan melengkapi aktivitas produksi
dan layanannya dengan sistem produksi yang berkualitas dan
terstandarisasi (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018);
(Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a). Bentuk dari kualitas yang baik
tercermin dari didapatkannya berbagai sertifikat, yaitu: Cara
Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); Cara Pembenihan Ikan yang
Baik (CPIB); Best Aquaculture Practices (BAP); Aquaculture
Stewardship Council (ASC); Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
Sertifikat Halal; dan banyak lagi (Japfa, 2020a). Selain itu, JCI
telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
pada sebagian besar Unit Pakan Ternak, Unit Pakan Ikan dan
Udang, Unit Pembibitan Ayam Grand Parents dan
Penggemukan Sapi Potong, serta ISO 22000:2005 untuk unit
pemotongan hewan di Divisi Peternakan Sapi Potong (Japfa,
2020a). Beragam sertifikasi dan penerapan standar ini
menandakan bahwa produk yang dihasilkan oleh JCI memiliki
kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi.
Sebagai bentuk pelayanan terhadap pelanggan, JCI
menyiapkan media bagi pelanggan untuk memperoleh
informasi terkait produk yang dipasarkan. Media tersebut
melalui website, leaflet, brosur, iklan di media cetak hingga
media sosial. Informasi produk yang disajikan antara lain
memuat: spesifikasi produk; petunjuk penggunaan; dan
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prosedur keselamatan (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa,
2020a). Sebagai media untuk melibatkan pelanggan, JCI
menyediakan layanan informasi situs jaringan dan pusat
panggilan yang tidak hanya dapat digunakan sebagai media
mendapatkan informasi tetapi juga dapat melayani pengaduan
terkait produk dan layanan (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa,
2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a). Dari periode 2015-2019
JCI mengklaim tidak menerima pengaduan atau pelaporan
signifikan dari konsumen atas produk yang dikonsumsi dalam
bentuk dan cara apapun (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa,
2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a).
Secara berkala, JCI melakukan survei kepuasan
pelanggan seperti yang tercantum pada Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2015 (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa,
2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a). Survei kepuasan ini
dilakukan setiap tahun dan hasilnya menjadi dasar perusahaan
untuk mengembangkan strategi kedepan terutama untuk
menjawab kepuasan pelanggan. Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian Tian, et al. (2011) dimana diketahui bahwa strategi
CSR yang berbeda pada masing-masing perusahaan akan
mendorong pembelian, sehingga strategi CSR harus digunakan
dan dikomunikasikan dengan mempertimbangkan produk
secara cermat dan karakteristik konsumen.
3.4.2 Pemegang Saham
Pemegang saham merupakan perseorangan ataupun
badan hukum yang memiliki hak kepemilikan dari suatu
perusahaan. Dalam visinya, JCI berkomitmen akan bersama-
sama meraih imbal hasil investasi yang lebih baik (Japfa,
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2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa,
2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b). Dalam laporannya, JCI
menyebut pemegang saham memiliki topik dan isu penting
yang terkait dengan tinjauan kinerja keuangan dan non
keuangan, ulasan kinerja tahunan secara menyeluruh, serta
informasi-informasi operasional (Japfa, 2018); (Japfa, 2019b);
(Japfa, 2020b).
Secara ringkas, kinerja perusahaan dapat dilihat dari
beberapa indikator yang dapat dilihat pada Tabel 3. Penjualan
neto menggambarkan bagaimana pendapatan yang dihasilkan
perusahaan. Sementara itu, laba usaha dapat digunakan untuk
melihat bagaimana keuntungan bersih yang dihasilkan,
sekaligus dapat melihat seberapa besar beban pengeluaran
yang dibutuhkan perusahaan. Aset dan liabilitas
merepresentasikan bagaimana kepemilikan perusahaan dan
jumlah hutang yang dimiliki, perusahaan yang baik memiliki
jumlah hutang yang lebih sedikit dibanding total asetnya. Bagi
para pemegang saham internal maupun eksternal, salah satu
indikator untuk melihat bagaimana kinerja saham perusahaan
dapat melalui harga saham dan dividen yang diberikan
perusahaan. Dividen yang besar menandakan kinerja
perusahaan yang baik dan sekaligus membuat pemegang
saham percaya untuk menitipkan dananya pada perusahaan.
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Tabel 3. Kinerja JCI periode 2015-2019
































































15 50 50 100 N/A
*data pada tahun tersebut tidak disesuaikan dengan perubahan
kebijakan akuntansi di tahun 2018
Sumber: Diolah dari Japfa (2016); Japfa (2017); Japfa (2018);
Japfa (2019a); Japfa (2020a).
Dalam gejolak ekonomi global maupun nasional yang
tidak menentu, kinerja JCI pada periode 2015-2019 secara
umum terbilang baik dan cenderung meningkat (Japfa, 2016);
(Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a).
Pada periode 2019, kendati adanya peningkatan penjualan neto,
laba usaha mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan
adanya beban penjualan yang meningkat. Hal tersebut juga
disorot oleh Anonim (2020) pada portal idnfinancials.com
yang menyebut bahwa adanya lonjakan beban pokok
penjualan sehingga menekan perolehan laba bersih PT Japfa
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Comfeed Indonesia (Persero) Tbk. (JPFA) pada 2019 yang
turun 18,5%.
Pada tahun 2019, total Aset JCI mengalami
peningkatan sebesar 9,3% dibandingkan total aset tahun
sebelumnya, begitu pula dengan total liabilitas juga mengalami
peningkatan sebesar 7,1% dibandingkan dengan tahun
sebelumnya (Japfa, 2020a). Faktor utama yang mempengaruhi
peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah aset
tetap JCI selama tahun 2019 untuk menunjang pengembangan
bisnis perusahaan (Japfa, 2020a). JCI melakukan aktivitas
pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah
Aset atau Investasi yang diharapkan dapat memberikan nilai
manfaat di masa depan (Japfa, 2020a). Hal ini sejalan dengan
penelitian Lutfi, dkk. (2020) bahwa modal kerja berpengaruh
signifikan terhadap return on asset, sehingga dapat dikatakan
pendapatan akan meningkat sesuai dengan modal yang
digunakan. Meski adanya peningkatan liabilitas, JCI
berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditor dengan
melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya secara
tepat waktu. Kemampuan perusahaan membayar utang jangka
pendek dapat tercermin dari rasio likuiditas sedangkan
kemampuan membayar utang jangka panjang tercermin dari
rasio solvabilitas. Rasio likuiditas 2019 baik diukur dengan
menggunakan rasio cepat dan rasio lancar dengan pencapaian
secara berurutan antara lain: 0,4% dan 1,7% (Japfa, 2020a).
Japfa (2020a) dalam laporannya juga menambahkan bahwa
dibandingkan tahun sebelumnya, rasio cepat dan rasio lancar
JCI mengalami peningkatan, dan berdasarkan hal tersebut




Dalam menghadapi tantangan kedepan dimana tingkat
persaingan yang semakin ketat JCI meyakini bahwa efisiensi
merupakan hal yang dapat memenangkan persaingan tersebut
(Japfa, 2020a). Mendukung tecapainya tingkat efisiensi
tersebut, JCI memberlakukan kebijakan strategis dengan terus
mendorong efisiensi di berbagai bidang (Japfa, 2020a). Pada
tahun 2019, Japfa (2020a) telah mengembangkan Human
Capital Information System (HCM) yang digagas sejak tahun
2016 hingga berhasil diterapkan di semua divisi. Program
tersebut diklaim dapat membuat pengelolaan SDM menjadi
lebih terencana dan terukur, sehingga program peningkatan
dan pemerataan kualitas SDM yang dicita-citakan JCI dapat
tercapai (Japfa, 2020a). Selain itu, JCI juga telah meningkatkan
dukungan teknologi informasi untuk menunjang berbagai
program strategis yang dinilai mampu membuat perusahaan
menjadi lebih efisien dan efektif (Japfa, 2020a).
3.4.3 Pemerintah
Pemerintah sebagai eksistensi yang mewakili suatu
negara mempunyai tujuan untuk mengalihkan kepentingan
perusahaan sebagai unit bisnis yang mengutamakan profit
untuk turut berperan positif untuk negara maupun khalayak
luas melalui aturan-aturan yang diterbitkannya. Dalam laporan
JCI, isu atau topik penting terkait pemerintah berfokus pada
ketaatan peraturan-peraturan yang berlaku, koordinasi sistem
perdagangan, serta keterbukaan perusahaan untuk
menyampaikan kinerja dan kegiatannya secara jujur dan
transparan (Japfa, 2018); (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020b).
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Dari sisi hukum, JCI berdiri secara legal berdasarkan
akta No. 59, tanggal 18 Januari 1971 yang dibuat di hadapan
Notaris Djojo Muljadi, S.H, JCI juga mencatatkan sahamnya
di Bursa Efek Indonesia tahun 1989 sehingga telah menjadi
perseroan yang legal apapun (Japfa, 2016); (Japfa, 2017);
(Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a). Sebagai
perusahaan legal, JCI berupaya menaati aturan-aturan yang
berlaku. Petinggi perusahaan JCI, sebagai penentu kebijakan
perusahaan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi disusun
dengan komposisi yang beragam, hal ini dimaksudkan untuk
mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan
komprehensif dikarenakan keputusan diambil dengan
memperhatikan berbagai sudut pandang (Japfa, 2016); (Japfa,
2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a).
Keberagaman ini juga penting karena akan menghalangi
praktik-praktik kecurangan karena terhindar dari penilaian atas
dasar kedekatan. Namun demikian, keberagaman ini belum
tertuang dalam aturan tertulis, sehingga akan ada kemungkinan
pengisian jabatan secara subyektif yang menjadikan keputusan
perusahaan kurang objektif dan komprehensif.
Sebagai upaya untuk menjaga kepatuhan perusahaan
dalam menjalankan aturan yang berlaku, perusahaan membuat
sistem pengendalian internal yang mencakup seluruh hal yang
berkaitan dengan kontrol dalam perusahaan termasuk
pengendalian keuangan, operasional maupun kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk kontrol untuk mencegah dan mendeteksi adanya
penggelapan (fraud) serta melindungi sumber daya baik yang
berwujud, misalnya alat atau mesin, maupun yang tidak
berwujud (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa,
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2019a); (Japfa, 2020a). Jika sistem pengendalian internal
mengarah pada bagaimana perusahaan menemukan dan
mengatasi masalahnya, maka JCI juga menerapkan kebijakan
pelaporan yaitu JAPFALERT dan Japfa Sustainability
Reporting System (JSRS) yang ditujukan bagi karyawan
perusahaan (secara individu) maupun pihak eksternal untuk
melaporkan temuannya terkait pelanggaran perusahaan (Japfa,
2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa,
2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b). Dalam JSRS berisi
fasilitas pelaporan dan konsolidasi berbagai data mulai dari
data lingkungan, K3 dan Ketenagakerjaan (Japfa, 2020a);
(Japfa, 2020b). Sementara itu, jenis pelanggaran yang dapat
dilaporkan melalui JAPFALERT adalah:
1. Prosedur dan prinsip pengendalian internal kontrol
(pencurian, penyalahgunaan aset atau fasilitas perusahaan,
kompetisi yang tidak adil, dll).
2. Prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan (pemalsuan
laporan keuangan atau rekening, penggunaan invois palsu,
fraud, dll).
3. Peraturan anti korupsi (penyuapan, pembayaran kembali,
pembayaran/manfaat yang tidak jelas, dll) (Japfa, 2018);
(Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a).
Adanya sistem ini selain dibuat untuk menjaga
kepatuhan perusahaan sekaligus untuk mendorong seluruh
karyawan, stakeholder maupun masyarakat untuk
berpartisipasi dengan cara melaporkan pelanggaran, dugaan
pelanggaran kode etik ataupun perilaku illegal lainnya. Pada
periode 2015-2019 JCI mengklaim tidak terdapat pengaduan
yang masuk dan ditindaklanjuti oleh perusahaan (Japfa, 2016);
(Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a).
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Meski bukan jaminan tidak adanya pelanggaran yang terjadi,
tidak adanya pengaduan ini dapat menjadi pertanda bahwa
sistem yang diterapkan telah berjalan dengan baik.
3.4.4 Karyawan
Karyawan atau pekerja merupakan bagian yang
penting bagi suatu perusahaan. Sebagai bagian dari
stakeholder JCI, karyawan atau pekerja memiliki isu dan topik
penting yang berfokus pada kesejahteraan serta sistem yang
adil dan jujur bagi karyawan/pekerja (Japfa, 2018); (Japfa,
2019b); (Japfa, 2020b). Dalam visinya, JCI berkomitmen untuk
terus mencari dan mengembangkan program-program yang
dapat memberikan hasil dan nilai tambah terbaik bagi setiap
karyawan (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa,
2019a); (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b).
Sebagai upaya untuk memberikan sistem yang adil dan
jujur, JCI berkomitmen menerapkan kesetaraan gender,
kesempatan kerja, pelatihan kerja, sistem imbal jasa dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi seluruh karyawan
(Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a);
(Japfa, 2020a). Dalam penerimaan karyawan, JCI memberikan
kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia
untuk dapat diterima menjadi karyawan dan mengembangkan
potensi diri dan berkontribusi (Japfa, 2016); (Japfa, 2017);
(Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a). Demikian juga
halnya dalam pengembangan karir, JCI memberikan
kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk
dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, dengan
mempertimbangkan: prestasi kerja; kompetensi individual;
pertumbuhan perusahaan; dan penilaian manajemen (Japfa,
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2019a); (Japfa, 2020a). Terkait dengan kesejahteraan dan taraf
hidup dari seluruh karyawan, JCI memberikan remunerasi
yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Japfa,
2019a); (Japfa, 2020a). Selain itu, JCI juga memberikan
tunjangan kepada karyawan agar karyawan merasa lebih
dihargai dan dengan demikian dapat meningkatkan kinerjanya
(Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a).
Sebagai upaya untuk memastikan bahwa penerapan
K3 di seluruh kegiatan usahanya, JCI membentuk Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di hampir
seluruh unit usaha (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a). Hasil dari
penerapan sistem ini dapat dilihat dari jumlah kecelakaan yang
terjadi setiap tahunnya, data tersebut dapat dilihat pada Tabel
4. Selama periode 2019, terjadi 116 kasus kecelakaan kerja,
angka ini menurun 10% dibandingkan dengan kecelakaan
kerja tahun 2018 (Japfa, 2020a). Akan tetapi, sangat
disayangkan JCI tidak melaporkan jumlah kecelakaan kerjanya
pada periode 2015-2017 sehingga tidak dapat dianalisis
bagaimana kinerja selama periode tersebut. Penghargaan zero
accident (kecelakaan nihil) merupakan tanda
penghargaan yang diberikan pemerintah kepada manajemen
perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program
K3 sehingga mencapai nihil kecelakaan (zero accident).
Jumlah penghargaan zero accident pada Tabel 4. menunjukan
jumlah unit dari JCI yang berhasil nihil kecelakaan pada
periode tersebut. Jumlah penghargaan zero accident yang tidak




Tabel 4. Zero Accident dan Kecelakaan kerja JCI Periode
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Penghargaan Zero












Total kecelakaan 129 116
Sumber: Diolah dari Japfa (2016); Japfa (2017); Japfa (2018);
Japfa (2019a); Japfa (2020a).
Sebagai bentuk jaminan akan kesejahteraan karyawan
yang berasal dari luar perusahaan, dikenal juga serikat pekerja.
Serikat pekerja sebagai organisasi dapat lebih menjamin dan
membela karyawan jika harus berhadapan dengan perusahaan.
Serikat pekerja sendiri menurut Sekretaris Negara Republik
Indonesia (2000) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,
yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 juga merupakan
landasan hukum yang kuat bagi serikat untuk tetap berdiri dan
P
37
menjalankan tugas dan fungsinya. Landasan hukum yang kuat
ini membuat serikat pekerja dalam praktiknya banyak
menyampaikan aspirasi-aspirasi pekerja hingga mengawal
jalannya suatu perusahaan agar tidak menyalahi aturan.
JCI sebagai perusahaan besar tidak luput menjadi
sasaran tindakan serikat pekerja, seperti salah satu bentuk aksi
yang dilansir dari www.sindonews.com. Berita yang ditulis
oleh Supiandi (2020) menyorot adanya orasi buruh yang
tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) yang menuntut agar segera ditetapkannya UMSK
2020. Lebih lanjut, PT Japfa menjadi sasaran karena termasuk
perusahaan yang belum menyepakati UMSK 2020 karena
merasa keberatan masuk sektor unggulan dan tidak bersedia
masuk UMSK (Supiandi, 2020). Dalam laporannya, JCI tidak
menyinggung mengenai serikat pekerja maupun secara khusus
menanggapi kasus ini. Adanya bentuk orasi kepada JCI dapat
membuktikan bahwa serikat pekerja dapat menjadi pengawas
bagi perusahaan agar menjalankan aturan yang berlaku.
3.4.5 Masyarakat
JCI dalam visinya menyebut bahwa bersama
masyarakat berupaya untuk menjadi warga dunia usaha yang
bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya (Japfa,
2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa,
2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b). Dalam laporannya, JCI
menyebut masyarakat memiliki isu dan topik penting yang
terkait dengan sosialisasi, implementasi dan optimalisasi
program tanggung jawab sosial perusahaan serta informasi
tentang kegiatan perusahaan (Japfa, 2018); (Japfa, 2019b);
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(Japfa, 2020b). JCI tidak menyebut masyarakat secara
langsung dalam daftar pemangku kepentingannya. Pada
periode 2017, pemangku kepentingan yang terkait dengan
masyarakat dimasukkan bersama organisasi kemasyarakatan,
organisasi sosial, masyarakat sekitar dan kampus (Japfa, 2018).
Pada periode 2018 dan 2019 pemangku kepentingan yang
menyangkut kemasyarakatan dimasukkan dalam organisasi
masyarakat lokal (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020b). Adanya
penulisan seperti yang dijelaskan tadi secara tak langsung
membuktikan bahwa program yang dibuat JCI terkait
kemasyarakatan ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan
masyarakat secara umum.
JCI juga menyadari, beberapa aktivitas yang
dijalankan bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup
yang dapat memberikan dampak, baik secara langsung
maupun tidak langsung bagi masyarakat. Melihat hal tersebut,
JCI telah melakukan pengkajian terhadap dampak yang
ditimbulkan dari operasional perusahaan terhadap lingkungan
hidup untuk menetapkan upaya mitigasi yang harus dilakukan
(Japfa, 2020a). Dampak dan risiko langsung dan tidak
langsung dari operasi perusahaan terhadap lingkungan dapat
dijelaskan pada Tabel 5. dan Tabel 6. Diluar upaya mitigasi
yang dilakukan, beberapa kegiatan CSR yang menyasar sosial
masyarakat dan lingkungan hidup seperti JAPFA For Kids
Indonesia, Posyandu Sehat dan Berdaya, Mangrove Desa
Gebang, Sragen Town Forest, Konservasi Rusa & Kijang,
Bank Sampah, Canopy Walk UB Forest, Pertanian Ramah
Lingkungan, Pengolahan Pupuk dari Sisa Produksi Ikan,
Pengembangan Wisata berbasis Komunitas di Toba, Sekolah
Hijau JAPFA, Sekolah Sehat JAPFA, Pembangunan Teaching
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Farm dan Research Farm, Pembangunan Sekolah (Japfa,
2020a); (Japfa, 2020b).
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Pemasok/supplier adalah penyedia produk dan jasa
yang digunakan perusahaan dan merupakan hal yang penting
bagi keberlangsungan proses produksi perusahaan. Pemasok
sebagai bagian dari stakeholder memiliki isu atau topik
penting yang berfokus pada penentuan harga yang kompetitif
dan pengaturan pasokan (Japfa, 2018); (Japfa, 2019b); (Japfa,
2020b). Dalam visinya, JCI menyatakan bersama pemasok,
akan menawarkan dan mengeksplorasi kesepakatan dalam
bekerja sama (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018);
(Japfa, 2019a); (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b).
JCI berkomitmen untuk menjaga rantai pasokan
dengan menjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis
dengan para pemasok dengan memberikan perlakuan yang
setara terhadap semua pemasok dan juga dalam proses
pengadaan barang dan jasa, semua dilakukan secara adil,
transparan, tidak diskriminatif serta tidak mengarah untuk
memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara
apapun apapun (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018);
(Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a). Meski demikian, isu dan topik
penting terkait pemasok yang meliputi kriteria dan syarat serta
hubungan kerjasamanya tidak dijelaskan secara rinci dalam
Laporan Tahunan maupun Laporan Berkelanjutan. Kurangnya
penyampaian informasi terkait hal ini akan menyulitkan untuk
evaluasi dan perbaikan. Sebagai contoh, Aminata (2015)
dalam penelitiannya menemukan ada beberapa pemasok
jagung yang masih kurang cekatan dalam menanggapi jagung
yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan dikarenakan
belum adanya pertimbangan dan pengembangan kriteria yang





Perhimpunan atau asosiasi dimaksudkan untuk
kelompok yang memiliki tujuan sama, atau perkumpulan dari
pelaku usaha yang sama. Pada periode 2017, isu mengenai
perhimpunan di JCI adalah terkait informasi untuk memajukan
perusahaan, seperti bagaimana meningkatkan tata kelola,
strategi bisnis, dan hal serupa lainnya (Japfa, 2018). Pada
periode selanjutnya, JCI lebih menjadikan asosiasi sebagai
bentuk untuk membangun jaringan, pengembangan dan
pendidikan masyarakat, serta kegiatan bersama apapun (Japfa,
2019b); (Japfa, 2020b).
Meski tidak tertera dalam visi, JCI pada periode 2015-
2019 selalu ikut berpartisipasi dalam berbagai asosiasi, baik
menjadi anggota maupun pengurus (Japfa, 2016); (Japfa,
2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a). Daftar
keikutsertaan JCI pada periode tersebut dapat dilihat pada
Lampiran 4. JCI ikut serta pada berbagai asosiasi yang
memiliki kesamaan latar belakang seperti: Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi
Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
Indonesia (AP5I), Gabungan Pengusaha Makanan Ternak
(GPMT), Shrimp Club Indonesia (SCI), Gabungan Pengusaha
Perunggasan (GPPU), Asosiasi Obat Hewan Indonesia
(ASOHI), Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia
(ARPHUIN), Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner
Indonesia (ASKESMAVETI), Perhimpunan Insan
Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Masyarakat
Budidaya Perairan Indonesia (MAI), Masyarakat Ilmu
Perunggasan Indonesia (MIPI), Asian Venture Philanthropy
Network (AVPN) (Japfa, 2020a). Keikutsertaan pada asosiasi
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yang seprofesi secara umum berfungsi melindungi
kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan
kelembagaannya secara keseluruhan (dengan membina dan
menegakkan kode etik), juga berupaya meningkatkan dan
mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional,
martabat dan kesejahteraan para anggotanya (Sa’ud, 2009).
Meski tidak secara langsung, dampak keikutsertaan JCI di
berbagai asosiasi ini dapat terlihat dari bagaimana perusahaan
dapat terus mengikuti tata kelola dan isu terkait perusahaan
yang sedang berkembang.
3.4.8 Peternak Mitra
Peternak mitra menjadi salah satu dari daftar
stakeholder JCI pada periode 2018 dan 2019 dengan isu atau
topik penting seputar skema pembagian laba, informasi-
informasi terkait layanan dan pendampingan teknis (Japfa,
2019b); (Japfa, 2020b). JCI memulai skema kemitraan ini pada
tahun 1998, sebagai bentuk upaya merespons krisis keuangan
yang melanda Indonesia dan Asia Tenggara dan hingga
periode 2019, JCI mengklaim telah bermitra dengan tak
kurang dari 10.000 peternak (Japfa, 2020b). Skema kemitraan
JCI telah mengadopsi model bisnis inklusif yang
memungkinkan petani skala kecil untuk memperoleh
kemandirian finansial melalui peningkatan keterampilan dan
dukungan finansial (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018);
(Japfa, 2019b); (Japfa, 2020b). JCI menerapkan 4 prinsip pada
program kemitraan ini, yaitu: saling percaya; saling
membutuhkan; saling menguntungkan; dan kesukarelaan
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(Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019b);
(Japfa, 2020b).
Perkembangan program kemitraan JCI ini meliputi
paling tidak pada peternak di 3 komoditas, yaitu: ayam; sapi
potong; dan udang vanamei. Pada kemitraan di peternakan
ayam, input budidaya ayam berupa pakan ternak dan DOC
disediakan oleh JCI, petani mitra menyediakan kandang dan
tenaga kerja (Japfa, 2019a). Sedangkan selama proses
budidaya kedua belah pihak juga terlibat aktif, mitra peternak
memiliki tanggung jawab untuk mengelola kegiatan harian
budidaya dan JCI juga bertanggung jawab untuk mengirimkan
tenaga Technical Services guna membantu mitra mengatasi
permasalahan dan penyakit terkait budidaya (Japfa, 2019a).
Pada kemitraan sapi potong, peternak melakukan pembesaran
dan penggemukan sapi dengan pendampingan dari JCI yang
meliputi penyediaan pakan ternak, serta memberikan
dukungan teknis apabila peternak mengalami kesulitan dan
kendala dalam kegiatan budidaya (Japfa, 2019a). Pada
kemitraan dengan petambak udang vanamei, mitra petambak
mendapatkan keuntungan terutama dari pola pendampingan
selama masa budidaya dan mendapatkan kepastian input
produksi serta pemasaran (Japfa, 2019a).
Secara umum, metode kemitraan JCI untuk peternak
mitra meliputi: edukasi; pendampingan; serta akses pendanaan,
infrastruktur, dan sumber input (Japfa, 2020b). Dalam hal
edukasi, JCI memberikan bimbingan dan pelatihan kepada
peternak kami di berbagai bidang, mencakup produktivitas
hingga praktik pertanian berkelanjutan (Japfa, 2020b).
Pendampingan disini dimaksudkan berupa layanan JCI
terhadap peternak mitra melalui layanan dan dukungan teknis
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dari ahli di berbagai bidang (Japfa, 2020b). Layanan yang
dimaksud meliputi: bantuan pakan dan gizi; manajemen dan
sistem kandang; pencegahan penyakit dan diagnostik; bantuan
penyelesaian masalah; bantuan memaksimalkan hasil
peternakan; dan manajemen chick-in (Japfa, 2020b). Terkait
dengan bantuan akses pendanaan, infrastruktur dan sumber
input yang dilakukan, JCI mendasarinya pada kesadaran akan
banyaknya peternak/petambak skala kecil yang potensial tetapi
tidak bisa memperoleh pinjaman meskipun memiliki
pengetahuan yang baik (Japfa, 2020b). Pada pelaksanaan
program ini, JCI berkolaborasi dengan crowdfunding, Rabo
foundation dan BCA Syariah untuk memfasilitasi akses
pendanaan kepada peternak mitra (Japfa, 2020b).
Pada pelaksanaannya, program kemitraan ini masih
terdapat kekurangan pada kontrak kerjasama yang ditawarkan,
dimana belum transparan dan imbangnya kerjasama yang
ditawarkan. Salah satu kasus yang mendasari hal ini dapat
dilihat pada penelitian Sari (2017) yang menyebutkan bahwa
pada surat perjanjian yang dibuat oleh PT. Ciomas Adisatwa
(anak perusahaan JCI) unit Bungo kepada peternak memuat
klausul yang bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada penelitian lain Arizki
(2018) menyoroti adanya asas kebebasan yang tidak
diterapkan antara PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak
dikarenakan perjanjian yang ditawarkan hanya secara sepihak
dari perusahaan dan peternak tidak diberikan kebebasan dalam
menentukan isi perjanjian. Adanya kontrak/perjanjian
kerjasama dengan peternak yang dinilai menyalahi aturan dan
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etika ini tentunya menjadi teguran bagi JCI untuk terus
memperbaiki hubungannya dengan peternak mitra mereka.
3.4.9 Distributor
Distributor menjadi jembatan yang menghubungkan
produk dari perusahaan hingga sampai di konsumen.
Distributor menjadi salah satu pemangku kepentingan JCI
pada periode 2018 dan 2019 dengan isu atau topik penting
terkait dengan performa penjualan, informasi produk, layanan
dan penentuan harga (Japfa, 2019b); (Japfa, 2020b). Dalam
laporannya, kegiatan distribusi disebut sebagai kegiatan usaha
penunjang yang dijelaskan sebagai kegiatan perdagangan
bahan baku, bahan-bahan farmasi, peralatan, pakan, obat-
obatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, baik lokal
maupun internasional, ekspor dan impor baik atas tanggungan
sendiri maupun atas kerjasama dengan pihak lain (bertindak
sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan
distributor/penyalur, waralaba), serta menjalankan usaha
pergudangan dan pengangkutan untuk menunjang usaha
tersebut (Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa,
2019a); (Japfa, 2020a).
Selain bekerja sama dengan pihak eksternal, JCI juga
menggunakan jasa dari internal perusahaan melalui anak
perusahaannya. Dukungan perusahaan terhadap kegiatan
distribusi ini salah satunya yaitu melalui penggabungan usaha
dengan PT Multi Agro Persada (MAP) Tbk yang bergerak di
bidang distribusi dan produksi pakan ternak pada akhir 2009
dan dua anak perusahaan JCI, yaitu PT Multiphala Agrinusa
(MAG) dan PT Bintang Terang Gemilang (BTG) yang
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bergerak di bidang produksi pakan ternak pada 2011 (Japfa,
2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa,
2020a). Meski JCI tetap bekerjasama dengan distributor dari
luar perusahaan, hal-hal terkait isu atau topik penting dari
distributor tidak dijelaskan secara rinci seperti bagaimana
penentuan harga dan performa distributor yang telah bekerja
sama. Hal ini tentunya membuat kerjasama menjadi kurang
transparan dan sullit untuk dievaluasi.
3.4.10 Media
Media disebutkan sebagai salah satu dari pemangku
kepentingan pada periode 2017 (Japfa, 2018). Pada periode
tersebut, isu atau topik penting media terkait dengan
pengungkapan informasi tentang kinerja, kegiatan, usaha, dan
produk perusahaan yang perlu diketahui publik (Japfa, 2018).
Pada periode selanjutnya, media tidak lagi disebutkan sebagai
salah satu dari pemangku kepentingan JCI. Meski begitu Japfa
(2019a) tetap berkomitmen untuk mengupayakan keterbukaan
dan kemudahan dalam mengakses informasi perusahaan
kepada seluruh pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat.
Sebagai bentuk transparansi, JCI untuk
memberitahukan perkembangan kinerja dan informasi-
informasi lainnya seperti laporan auditor independen, laporan
tahunan, siaran pers, kegiatan atau acara korporasi dapat
diakses secara luas melalui situs resmi JCI yaitu
www.japfacomfeed.co.id (2019a). Selain itu, JCI juga
menerima pertanyaan, saran, kritik maupun permintaan
informasi dengan melayangkan permohonan secara tertulis ke
kantor pusat dan ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan
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melalui alamat: Kantor Pusat: Wisma Millenia Lantai 7, Jl.
M.T. Haryono Kav. 16, Jakarta 12810 – Indonesia, Telepon:




Pada periode 2015-2019, JCI selalu menjalankan
program CSR yang mencakup berbagai bidang, baik untuk
bidang yang berdampak langsung atau tidak bagi perusahaan
(Japfa, 2016); (Japfa, 2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a);
(Japfa, 2019b); (Japfa, 2020a); (Japfa, 2020b). Langkah ini juga
semakin baik dengan dibuatnya Social Investment Department
pada 2017 (Japfa, 2018). Departemen ini bertanggung jawab
terhadap seluruh kegiatan CSR, mulai dari merencanakan
program, melakukan monitoring hingga melakukan evaluasi
atas kegiatan yang telah dijalankan (Japfa, 2018). Dibentuknya
departemen ini diklaim Japfa (2018) dapat membuat program
CSR perusahaan terutama yang terkait dengan sosial dan
program CSR jangka panjang akan lebih berkesinambungan
serta termonitor dengan baik.
Dalam melaksanakan perusahaannya, JCI
berlandaskan pada Good Corporate Governance (GCG) dan
dalam penerapannya mengikuti Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang
Pasar Modal dan Peraturan-peraturan di Pasar Modal oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau peraturan yang
sebelumnya dikeluarkan Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia
maupun institusi pasar modal lain (Japfa, 2016); (Japfa, 2017);
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(Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2020a). Dengan
komitmen perusahaan untuk mengelola perusahaannya melalui
GCG, maka salah satu cara untuk melihat kinerja pengelolaan
dengan menilai pelaksanaan GCG tersebut. Indikator ini
mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang
mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang
bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan
keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan
pemangku kepentingan dan perusahaan yang berlandaskan
etika (Japfa, 2019a).
Meski GCG sudah diterapkan dari periode 2015,
namun bagaimana penilaian terhadap implementasinya baru
ada di tahun 2019. Pada periode 2017 dan 2018 JCI
menyatakan bahwa belum melakukan penilaian terhadap
pelaksanaan GCG, baik penilaian sendiri (self-assessment)
maupun oleh pihak ketiga dikarenakan tidak ada ketentuan
yang mewajibkan (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a). Penilian pada
periode 2019 dengan melihat indikator pada aspek dan prinsip
GCG dapat dilihat pada Tabel 7.
Meski tak adanya penilaian, JCI mengklaim telah
menerapkan standar yang tinggi dalam pelaksanaan GCG
sebagaimana yang ditetapkan oleh induk perusahaan yaitu
Japfa Ltd dan terus berupaya untuk memperbaiki mekanisme,
struktur dan pelaksanaan GCG (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a).
Tidak ada penilaian pada sebelum periode 2019 membuat
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JCI sebagai salah satu perusahaan besar dalam bidang
peternakan memiliki pemangku kepentingan yang beragam
dan kompleks. Sejatinya, JCI telah secara sadar melibatkan
dan menjaga hubungan baik stakeholder dengan perusahaan.
Ini terlihat dari visi “Berkembang Menuju Kesejahteraan
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Bersama” yang diterapkan sebagai salah satu acuan dalam
konsep CSR pada periode 2015-2019 (Japfa, 2016); (Japfa,
2017); (Japfa, 2018); (Japfa, 2019a); (Japfa, 2019b); (Japfa,
2020a); (Japfa, 2020b). Pada periode 2017 dan setelahnya,
pelibatan stakeholder ini semakin terlihat dengan adanya
proses pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder) beserta
isu dan topik pentingnya (Japfa, 2018); (Japfa, 2019b); (Japfa,
2020b). Adanya pemetaan mengenai pemangku kepentingan
perusahaan beserta isu dan topik pentingnya menjadi salah
satu dasar bagi JCI untuk membuat kebijakan dan program
yang sesuai. Hal ini sejalan dengan pendapat Supriyadi, dkk.
(2016) yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas harus
mampu merumuskan kegiatan tanggung jawab sosial
perusahaannya dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab
sosial perusahaan bukan kegiatan kedermawanan,
pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dari stakeholders
dan menuntut keterlibatan aktif perusahaan, dengan tujuan
sustainability perusahaan, lingkungan, dan sosial.
Secara umum, stakeholder adalah sebuah organisasi,
grup atau individu yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi
tujuan organisasi tersebut (Freeman, 1984). Salah satu prinsip
dari teori stakeholder adalah pernyataan bahwa perusahaan
dapat eksis dan mempertahankan dirinya sendiri hanya jika ia
menawarkan solusi yang menyeimbangkan kepentingan
banyak pemangku kepentingan dari waktu ke waktu (Freeman
dan Velamuri, 2005). Sehingga, adanya perbedaan pembagian
stakeholder di setiap perusahaan merupakan hal wajar yang
dapat diterima. Terlebih, JCI membuat pembagian tersebut
untuk mempermudah perusahaan membuat fokus pada
kegiatan CSR-nya, dan tidak menghilangkan aspek lain diluar
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itu yang terlihat dari tetap dapat ditemuinya kriteria kepuasan
dari stakeholder diluar pembagian tersebut.
Stakeholder JCI meliputi: pelanggan; pemegang
saham; pemerintah; karyawan; masyarakat; pemasok;
perhimpunan; peternak mitra; distributor; dan media. Secara
umum, JCI telah membina hubungan baik dengan seluruh
stakeholdernya, terlihat dari terpenuhinya sebagian besar isu
dan topik penting dari stakeholder. Dalam hal ini, pelanggan,
pemegang saham, pemerintah, karyawan, masyarakat,
perhimpunan, dan media merupakan stakeholder yang telah
memiliki hubungan baik dengan JCI, terlihat dari terpenuhinya
kriteria kepuasan yang dibutuhkan serta tidak adanya masalah
yang ditemukan.
Sejatinya, JCI juga telah berkomitmen untuk
memperhatikan dan memenuhi isu dan topik penting
stakeholder lain. Akan tetapi, dalam beberapa topik yang
diperlukan tidak disediakan JCI dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keberlanjutannya, bahkan ditemukan beberapa kasus
yang bertolak belakang dari komitmen JCI. Beberapa data
yang tidak disediakan adalah mengenai detail kontrak yang
dilakukan JCI dengan pemasok, peternak mitra, dan distributor.
Selain itu, pada beberapa literatur disebutkan bahwa ada
kekurangan dari kontrak kerjasama JCI dengan peternak mitra.
Hal ini tidak mendapat sorotan dari JCI baik dalam medianya
maupun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutannya. Hal
ini tentunya perlu diperbaiki, mengingat peternak mitra
merupakan salah satu stakeholder yang dapat mempengaruhi
perusahaan. Tidak ada atau tidak lengkapnya beberapa data
terkait stakeholder ini merupakan kelemahan dari penggunaan
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data sekunder sebagai data utama, hal ini dikarenakan peneliti






1. Pada periode 2015-2019, JCI selalu menjalankan kegiatan
dan program CSR yang mencakup berbagai bidang, seperti:
lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, hak asasi manusia,
ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja
(K3). Program CSR yang dilakukan JCI menyelaraskan
pada berbagai aturan serta konsep-konsep CSR.
2. Peran kegiatan dan program CSR yang dilakukan JCI adalah
menjadi media untuk melibatkan dan menjaga hubungan
baik stakeholder dengan perusahaan. Hubungan JCI dengan
stakeholdernya terbilang baik, terlihat dari terpenuhinya
sebagian besar isu dan topik penting dari stakeholder.
Dalam hal ini, pelanggan, pemegang saham, pemerintah,
karyawan, masyarakat, perhimpunan, dan media telah
terpenuhi kriteria kepuasan yang dibutuhkan serta tidak
adanya masalah signifikan yang ditemukan. Akan tetapi,
ada beberapa informasi mengenai detail kontrak yang
dilakukan JCI dengan pemasok, peternak mitra, dan
distributor yang tidak disajikan.
4.2 Saran
Perlu ditambahkan informasi yang detail pada Laporan
Tahunan atau Laporan Keberlanjutan, yaitu: kontrak
kerjasama yang dilakukan JCI dengan pemasok, peternak
mitra, dan distributor agar terjaganya transparansi perusahaan.
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Selain itu, JCI juga perlu memberikan pernyataan di media
resminya terkait informasi-informasi penting mengenai
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CSR sebagai cara dimana perusahaan
memberikan pertimbangan terhadap
dampak operasi mereka pada
masyarakat sekaligus menegaskan
prinsip dan nilai perusahaan baik dalam















CSR telah diperlihatkan oleh perusahaan
sebagai cara untuk mewujudkan
'tanggung jawab sosialnya' di luar
menghasilkan keuntungan bagi
pemegang sahamnya. Berbeda dengan
pandangan ini, LSM dan serikat pekerja
cenderung mengabaikan CSR sebagai
alat untuk berkomunikasi, namun dapat
dikatan sebagai sarana bagi perusahaan
untuk menghindari pembentukan
mekanisme peraturan dan hukum untuk
memastikan bahwa mereka mematuhi












mereka dengan gerakan untuk CSR, dan
berusaha berbuat baik kepada orang-
orang saat menjalankan bisnis mereka.
Tetapi, mencari untung masih tetap
menjadi tujuan utama mereka.
Meskipun mereka sering berbicara
tentang triple bottom lines yang
meliputi ekonomi, sosial dan
lingkungan pada akhirnya hanya satu













Implementasi dari pemerintah (China)

















Tindakan sukarela yang dapat diambil
oleh perusahaan, diluar dari persyaratan
hukum minimum, untuk menangani













Kami percaya bahwa perusahaan pada
dasarnya adalah kepentingan pribadi
perusahaan global yang tercerahkan
karena pertumbuhan, kemakmuran, dan
keberlanjutan mereka bergantung pada
keadaan lanskap politik, ekonomi,











Tanggung jawab perusahaan atas
dampaknya terhadap masyarakat. CSR
menyangkut tindakan perusahaan
melebihi kewajiban hukum mereka
terhadap masyarakat dan lingkungan.
Langkah-langkah regulasi tertentu
menciptakan lingkungan yang lebih
kondusif bagi perusahaan untuk secara









CSR adalah komitmen bisnis untuk
berkontribusi pada pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan, bekerja
dengan karyawan, keluarga mereka,
komunitas lokal dan masyarakat luas
untuk meningkatkan kualitas hidup,













Pengambilan keputusan bisnis terkait
dengan nilai-nilai etika, kepatuhan
terhadap persyaratan hukum, dan
penghormatan terhadap orang,









Kami percaya CSR adalah komitmen
perusahaan untuk beroperasi dengan
cara yang berkelanjutan secara
ekonomi, sosial, dan lingkungan sambil
menyeimbangkan kepentingan berbagai
pemangku kepentingan.
Sumber: diolah dari Crane, et al., 2013
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JAPFA4Kids, JAPFA Chess Club,



























Memenuhi izin UPL & UKL,
pembuatan IPAL, Japfa Go Green









integrasi untuk mendorong pertumbuhan












BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan,














mematuhi seluruh aturan mengenai
lingkungan hidup,
mengimplementasikan prinsip 3R,
Pengelolaan Energi dan Gas Rumah






















menjaga kesetaraan gender, hubungan
























mematuhi seluruh aturan mengenai
lingkungan hidup,
mengimplementasikan prinsip 3R,
Pengelolaan Energi dan Gas Rumah










menjaga kesetaraan gender, hubungan













JAPFA for Kids, JAPFA Peduli, JAPFA
for Environment, JAPFA for
Community, JAPFA for Educations,























anti korupsi, persaingan sehat,


















anti korupsi, persaingan sehat,
transparansi, dan penghargaan hak cipta,
tidak memihak politik, kepatuhan








mematuhi seluruh aturan mengenai
ketenagakerjaan dan HAM, pemenuhan





















menjaga kesetaraan gender, hubungan










Penerapan sistem produksi yang
berkualitas dan terstandarisasi,












JAPFA For Kids Indonesia, Posyandu
Sehat dan Berdaya, Mangrove Desa
Gebang, Sragen Town Forest,
Konservasi Rusa & Kijang, Bank
Sampah, Canopy Walk UB Forest,
Pertanian Ramah Lingkungan,
Pengolahan Pupuk dari Sisa Produksi
Ikan, Pengembangan Wisata berbasis
Komunitas di Toba, Sekolah Hijau
JAPFA, Sekolah Sehat JAPFA,
Pembangunan Teaching Farm dan
Research Farm, Pembangunan Sekolah,
JAPFA Chess Club, International




kerjasama penelitian, Duta Gizi Remaja,
kemitraan, penguatan dan
pemberdayaan masyarakat
Sumber: Diolah dari Japfa (2016); Japfa (2017); Japfa (2018);
Japfa (2019a); Japfa (2020a).
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Stakeholder Topik dan Isu Penting
201
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Pelanggan Informasi berbagai produk dan









Kinerja keuangan; Kinerja non-
keuangan; Kinerja sepanjang
tahun tentang tata kelola, kinerja




Pengurusan izin usaha dan
regulasi; Koordinasi terkait tata
niaga, ekspor/impor.
Pegawai Sosialisasi kebijakan dan strategi
yang berkaitan dengan
kepegawaian; Kesetaraan
kesempatan kerja dan jenjang
karir; Pengembangan karir,
pelatihan dan lain-lain; Jaminan







ihwal tata kelola; Strategi bisnis











Pelaksanaan program CSR; Cara
mengoptimalkan pencapaian
program CSR; Informasi tentang
kegiatan perusahaan.
Perbankan Tata cara, syarat dan ketentuan
LC, atau akad kredit; Metode dan


















Media Kinerja keuangan; Kinerja non-
keuangan; Dampak dan kinerja
kegiatan sosial dan lingkungan
perusahaan; Informasi tentang
kegiatan Perseroan; Informasi
terbaru terkait usaha dan produk
yang perlu diketahui publik.
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Tinjauan kinerja keuangan dan
non keuangan; Ulasan kinerja
tahunan secara menyeluruh;
Informasi operasional.




Karyawan Sosialisasi kebijakan dan strategi
terkait dengan pekerjaan;
kesempatan kerja dan jenjang
karir yang yang setara;
pengembangan karir, pelatihan


















Pemasok Penentuan harga yang kompetitif
dan pengaturan pasokan.
Peternak Mitra Skema pembagian laba;
Informasi produk, informasi






Agen Distributor Performa penjualan; Beragam













Tinjauan kinerja keuangan dan
non keuangan; Ulasan kinerja
tahunan secara menyeluruh;
Informasi operasional.




Karyawan Sosialisasi kebijakan dan strategi
terkait dengan pekerjaan;
Kesempatan kerja dan jenjang
karir yang yang setara;
Pengembangan karir, pelatihan




















Pemasok Penentuan harga yang kompetitif
dan pengaturan pasokan.
Peternak Mitra Skema pembagian laba;
Informasi produk, informasi




Agen Distributor Performa penjualan; Beragam
Informasi produk dan layanan;
Penentuan harga; Kinerja
keuangan JAPFA.









Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi DKI
Jakarta, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak
(GPMT), Gabungan Pengusaha Perunggasan (GPPU),
Asian Venture Philanthropy Network (AVPN),
Community Company Partnership For Health Indonesia






Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi DKI
Jakarta, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak
(GPMT),Gabungan Pengusaha Perunggasan (GPPU),
Asian Venture Philanthropy Network (AVPN),
Community Company Partnership For Health Indonesia
(CCPHI), Scaling Up Nutrition (SUN), Indonesia CSR
Society, Filantropi Indonesia, Tana CSR Kabupaten





Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi DKI
Jakarta, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak
(GPMT), Gabungan Pengusaha Perunggasan (GPPU),
Asian Venture Philanthropy Network (AVPN),
Indonesia CSR Society, Filantropi Indonesia, Asosiasi
Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN),
Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia
(PINSAR), Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan
Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Shrimp
Club Indonesia (SCI), Asosiasi Obat Hewan Indonesia






Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi DKI
Jakarta, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak
(GPMT), Gabungan Pengusaha Perunggasan (GPPU),
Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia
(ARPHUIN), Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat
Indonesia (PINSAR), Masyarakat Ilmu Perunggasan
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Indonesia (MIPI), Asian Venture Philanthropy Network





Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi DKI
Jakarta, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran
Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Gabungan
Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), Shrimp Club
Indonesia (SCI), Gabungan Pengusaha Perunggasan
(GPPU), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI),
Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia
(ARPHUIN), Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner
Indonesia (ASKESMAVETI), Perhimpunan Insan
Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Masyarakat
Budidaya Perairan Indonesia (MAI), Masyarakat Ilmu
Perunggasan Indonesia (MIPI), Asian Venture
Philanthropy Network (AVPN), Filantropi Indonesia,
Indonesia CSR Society
Sumber: Diolah dari Japfa (2016); Japfa (2017); Japfa (2018);
Japfa (2019a); Japfa (2020a).
